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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XX11/2024 menetapkan
pemilu menjadi dua siklus, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu
nasional adalah pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD,
serta Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pemilu daerah adalah pemilihan
yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota,
serta gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan
wakil walikota. Jarak waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah paling
singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota
DPR, DPD, atau Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu nasional. Putusan ini
menjadi isu strategis dalam perdebatan tata kelola pemilu di Indonesia, termasuk
mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator,
dan dugaan pelanggaran terhadap prinsip agenda pemilu lima tahunan. Untuk
menelusuri dasar argumentatif Mahkamah dalam memisahkan pemilu, diperlukan
telaah terhadap pendekatan interpretasi konstitusi yang digunakan dalam putusan
tersebut. Kemudian, penilaian atas dampak kemanfaatannya bagi demokrasi
Indonesia akan diperdalam melalui kajian hukum islam, khususnya menggunakan
konsep maslakah mursalah.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan sifat
deskriftif-analitis yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan
melalui pemanfaatan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data
penelitian mencakup sumber primer, skunder, dan tersier. Analisis dilakukan
secara kualitatif deduktif dengan menggunakan kerangka interpretasi konstitusi
dan konsep maslazah mursalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XX11/2024 merupakan respons Mahkamah Konstitusi terhadap
problematika pemilu serentak lima kotak, dengan menegaskan perlunya
rekonstruksi desain pemilu melalui pemisahan siklus pemilu nasional dan daerah.
Mahkamah menggunakan pendekatan interpretasi yang memadukan original
intent, holistik, teleologis, dan kontekstual, yang secara keseluruhan
mencerminkan aliran interpretasi konstitusi living originalism. Pemisahan pemilu
tersebut selaras dengan prinsip maslakah mursalah karena dinilai mampu
mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu, menekan potensi mafsadat
bagi penyelenggara maupun pemilih, serta meningkatkan kualitas kaderisasi
politik dan relevansi isu pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini
merepresentasikan upaya mewujudkan jalb al-masalih sekaligus dar’ al-mafasid.

Kata Kunci: Interpretasi Konstitusi, Putusan Nomor 135/PUU-XXI11/2024,
Pemisahasan Pemilu Nasional dan Daerah, Maslahah Mursalah.



ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXI1/2024 stipulates
that’s elections shall be held in two cycles, namely national elections and regional
elections. National elections are elections held to elect members of the DPR,
members of the DPD, as well as the President and Vice President. Meanwhile,
regional elections are elections held to elect members of the Provincial and
Regency/City People's Representative Councils (DPRD), as well as governors and
deputy governors, regents and deputy regents, and mayors and deputy mayors. The
time between national elections and regional elections is at least two years or at
most two years and six months from the inauguration of members of the DPR, DPD,
or the President and Vice President resulting from the national elections. This
decision has become a strategic issue in the debate on election governance in
Indonesia, including the limits of the Constitutional Court's authority as a negative
legislator and alleged violations of the five-year election agenda principle. To
explore the Court's argumentative basis for separating the elections, it is necessary
to examine the constitutional interpretation approach used in the decision. Then, an
assessment of its beneficial impact on Indonesian democracy will be deepened
through a study of Islamic law, specifically using the concept of maslahah
mursalah.

This research is a library-based study with a descriptive-analytical
character, examining statutory regulations using legal theory. The methodological
approach applied is a normative juridical approach, namely the statute approach.
The research data consist of primary, secondary, and tertiary sources. The analysis
was carried out using a qualitative deductive method within the framework of
constitutional interpretation and the concept of maslahah mursalah.

The findings of this study indicate that Constitutional Court Decision
Number 135/PUU-XXI11/2024 constitutes a response Constitutional Court to the
problems arising from the simultaneous five-ballot election model by emphasizing
the need to reconstruct the electoral design through the separation of national and
regional election cycles. The Court employed an interpretative approach that
integrates original intent, holistic interpretation, teleological and sociological
interpretation, which collectively reflects the stream of constitutional interpretation
known as living originalism. The separation of elections aligns with the principle
of maslahah mursalah, as it is considered capable of reducing the complexity of
election administration, mitigating potential mafsadat for both election organizers
and voters, and enhancing political party cadre development as well as the relevance
of regional development issues. Accordingly, this policy reflects an effort to realize
jalb al-masalih (promoting predominant benefits) while simultaneously achieving
dar’ al-mafasid (preventing harm).

Keywords: Constitutional Interpretation, Decision Number 135/PUU-XXI11/2024,
Separation of National and Regional Elections, Maslahah Mursalah.
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MOTTO

“Shape yourself first, so that the world may take its shape from you.”
(Bentuklah dirimu terlebih dahulu agar dunia mengambil bentuk darimu.)
Muhammad Igbal
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun

1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai

berikut:

I.  Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab Huruf Latin Keterangan

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba’ B be

= Ta’ T te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je

z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha

2 Dal D de

A Zal V4 zet (dengan titik di atas)
D R’ R er

J Zai Z zet

o Sin S es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
b ta’ T te (dengan titik di bawah)




L za Z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge

- Fa’ F ef

3 Qaf Q qi

< Kaf K ka

Jd Lam L ‘el

2 Mim M ‘em

o Nun N ‘en

K Waw W we

> Ha’ H ha

3 Hamzah ‘ Apostrof

¢ Ya’ Y ye

Il.  Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

& ditulis Hikmah

S ditulis “llah

Ill. Ta’ Marbitah di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan h

3ailall ditulis al-Ma’idah

4e3l) ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

BRENERES ditulis Karamah al-auliya’




c. Bila ta’ marburah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

Skl 585 ditulis Zakah alfitri
IV. Vokal Pendek
: a
p ditulis
Jad Fa’ala
) ditulis !
s Zukira
2 u
. ditulis
Cay Yazhabu
V. Vokal Panjang
1 Fathah+ alif ditulis a
b ditulis Fala
) Fathah + ya’ mati ditulis a
O ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Juas ditulis Tafsil
4 Dammah + wawu mati ditulis a
J gl ditulis Usal
VI. Vokal Rangkap
1 Fathah+ ya’ mati ditulis ai
L5y ditulis az-Zuhaili
5 Fathah+ wawu mati ditulis au
4353 ditulis ad-Daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
P ditulis a’antum
ciel ditulis a’iddat
G 4l ditulis la’in syakartum
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VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”
Ol ditulis Al-Qur’an
Cnladl ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.
L) ditulis as-Sama’
Sl ditulis asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan
o3 (55 ditulis Zawi al-furid
2300 (AT ditulis Ahl as-sunnah
X. Huruf Kapital
Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan
huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
HeAll ap Ut ol olisss b
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an
XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia selama ini
menggunakan desain pemilu serentak dengan 5 (lima) jenis surat suara, yakni
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota yang dilaksanakan secara bersamaan®. Selanjutnya, pada tahun
yang sama, diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh
wilayah nasional untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta wali kota dan wakil wali kota?. Secara konseptual, desain pemilu
serentak ini ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif,?
memperkuat sistem presidensial, meningkatkan efisiensi alokasi anggaran,
menyederhanakan jadwal dan tahapan waktu penyelenggaraan pemilu®. Namun,
secara empiris, model ini memunculkan tantangan praktis, meliputi beban

administratif dan teknis yang tidak wajar bagi lembaga penyelenggara, potensi

1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 167 ayat (3), pasal
347 ayat (1).

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1
tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pasal 201 ayat (8),
pasal 201 ayat (9).

3 Ratnia Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik,”
Jurnal limiah llmu Pemerintahan 3, no. 1 (2018): him, 73.

4 Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019,” LIPI: Jurnal
Penelitian Politik 16 (2019): him, 1.



kelelahan masif (massive fatigue) pada pemilih dan petugas, serta risiko
penurunan kualitas pelaksanaan yang diakibatkan oleh kompleksitas proses
penyelenggaraan dan rekapitulasi yang tinggi®.

Pada 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor
135/PUU-XXI1/2024 menegaskan bahwa pemilu serentak sebagaimana pasal 1
ayat (1), pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilu, serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bertentangan dengan pasal 22E ayat
(1), (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945). Akibatnya, menurut Mahkamah pemilu yang konstitusional
kedepannya adalah pemilu yang dilaksanakan secara terpisah, yaitu pemilu
nasional dan pemilu daerah. Untuk pemilu nasional ialah pemilihan yang
dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden /Wakil Presiden,
sedangkan pemilu daerah merupakan pemilihan yang dilaksanakan untuk
memilih anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan kepala daerah
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.
Mahkamah juga menetapkan jarak waktu antara pemilu nasional dan daerah
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun enam (6) bulan
setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau setelah pelantikan

Presiden/Wakil Presiden®.

® Aryojati Ardipandanto, “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019,”
Jurnal IImu Pemerintahan 11, no. 11 (2019): him, 26-27.

6 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXI11/2024.



Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat’ ini tentu
berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan, penyelenggaraan pemilu, serta
aturan pelaksana di Undang-Undang. Beberapa pihak menyambut baik
keputusan tersebut dianggap akan mengurangi beban pemilih, meningkatkan
kualitas partisipasi politik, efeseiensi manajerial, memperkuat akuntabilitas
pemerintah daerah serta memberi ruang konsolidasi politik yang sehat pada
akhirnya mengarah kepada demokrasi yang lebih baik, diantaranya adalah Jimly
Asshiddigie (pakar hukum tatanegara Indonesia)®, Syamsuddin Haris (mantan
peneliti senior lembaga ilmu pengetahuan Indonesia/LIP1)°, Muchammad
Afifuddin (Ketua Komisi Pemilihan Umum/KPU)¥, Titi Anggraini (pakar
pemilu dari Universitas Indonesia)*. Tetapi tidak sedikit pula yang mengkeritik
putusan tersebut karena dianggap berpotensi inkonstitusional, menimbulkan
persoalan efektivitas penyelenggaraan, membebani anggaran, melanggar prinsip
pemilu serentak lima tahunan, dan menyalahi prinsip demokrasi. Kritik tersebut

disampaikan antara lain oleh Lestari Moerdijat, Rifginizamy Karsayuda, Ahmad

" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24C ayat (1).

8 “Begini pendapat Jimly Assiddigie soal Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan
Daerah” https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pendapat-prof-jimly-soal-putusan-mk-
pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah-1t686b88a34aae6, di akses 3 September 2025.

%Pemisahan  pemilu, dari kajian LIPI 2015 hingga putusan MK”
https://www.hukumonline.com/berita/a/pemisahan-pemilu--dari-kajian-lipi-2015-hingga-putusan-
mk-1t687d8c7799060/di akses 3 september 2025.

10«pytusan MK Bagian Perbaikan Pemilu”
https://www.kpu.go.id/berita/baca/13029/putusan-mk-bagian-perbaikan-pemilu, diakses 25
september 2025.

11 “pakar: Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu tidak bertentangan dengan UUD”,
https://www.metrotvnews.com/read/koGCdqY a-pakar-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-tidak-
bertentangan-dengan-uud, diakses 25 september 2025.


https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pendapat-prof-jimly-soal-putusan-mk-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah-lt686b88a34aae6
https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pendapat-prof-jimly-soal-putusan-mk-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah-lt686b88a34aae6
https://www.hukumonline.com/berita/a/pemisahan-pemilu--dari-kajian-lipi-2015-hingga-putusan-mk-lt687d8c7799060/
https://www.hukumonline.com/berita/a/pemisahan-pemilu--dari-kajian-lipi-2015-hingga-putusan-mk-lt687d8c7799060/
https://www.kpu.go.id/berita/baca/13029/putusan-mk-bagian-perbaikan-pemilu
https://www.metrotvnews.com/read/koGCdqYa-pakar-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-tidak-bertentangan-dengan-uud
https://www.metrotvnews.com/read/koGCdqYa-pakar-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-tidak-bertentangan-dengan-uud

Irawan?, Muhammad Nafis'®, Lestari Moerdijat* (anggota Majelis Tinggi
Partai Nasdem).

Secara teoritis, putusan tersebut membuka ruang bagi perdebatan
akademis mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan
menegakkan norma-norma konstitusisional. Sebagai pengawal konstitusi (the
guardian of the constitustion), penafsir final konstitusi (the final interpreter of
the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rigts),
pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens),
pelindung demokrasi (the protector of democracy), dan penjaga ideologi negara
(the guardian of the state ideology)’®. Mahkamah memiliki otoritas strategis
untuk memberikan interpretasi terhadap ketentuan dalam UUD NRI 1945,
peraturan perundang-undangan pemilu, dan asas-asas hukum konstitusi ketika
memutus perkara menegaskan pemisahan pemilu nasional dan daerah. Untuk
melihat apakah otoritas tersebut telah digunakan dengan konsisten dan sesuai
ketentuan konstitusi, diperlukan kajian yang lebih mendalam.

Disisi lain, Indonesia bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara

sekuler yang memisahkan urusan negara dengan agama. Indonesia memiliki

12 «pro-kontra pemisahan Pemilu nasional dan daerah” https:/seru.co.id/202102-pro-
kontra-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah, di akses 3 september 2025.

13pro Kontra pemilu nasional dan pemilu lokal terpisah mulai 2029”
https://timesindonesia.co.id/kopi-times/545393/pro-kontra-pemilu-nasional -dan-pemilu-lokal-
terpisah-mulai-2029, di akses 3 september 2025.

14 «“Reaksi Keras Partai Politik Atas Putusan MK Pisah pemilu Nasional dan Daerah, MK
VS DPR?” https://nasional.kompas.com/read/2025/07/02/09004291/reaksi-keras-partai-politik-
atas-putusan-mk-pisah-pemilu-nasional-dan-daerah, diakses 25 september 2025.

15 Lutfi Chakim Pan Mohamad Faiz, Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan
Dan Kewenangan Konstitusional Di Asia. (Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada, 2020), him, 110.


https://seru.co.id/202102-pro-kontra-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah?utm_source=chatgpt.com
https://seru.co.id/202102-pro-kontra-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah?utm_source=chatgpt.com
https://timesindonesia.co.id/kopi-times/545393/pro-kontra-pemilu-nasional-dan-pemilu-lokal-terpisah-mulai-2029?utm_source=chatgpt.com
https://timesindonesia.co.id/kopi-times/545393/pro-kontra-pemilu-nasional-dan-pemilu-lokal-terpisah-mulai-2029?utm_source=chatgpt.com
https://nasional.kompas.com/read/2025/07/02/09004291/reaksi-keras-partai-politik-atas-putusan-mk-pisah-pemilu-nasional-dan-daerah
https://nasional.kompas.com/read/2025/07/02/09004291/reaksi-keras-partai-politik-atas-putusan-mk-pisah-pemilu-nasional-dan-daerah

karakteristik sebagai negara yang berlandaskan serta menginternalisasikan nilai-
nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tercermin dalam
sila pertama pancasila “ketuhanan yang maha esa” artinya bahwa nilai-nilai
agama menjadi dasar moral dan spiritual dalam penyelenggaraan negara.
berdasarkan data tahun 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah
penduduk muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 244, 7 juta jiwa®.

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, tentu setiap keputusan dan
kebijakan, termasuk urusan kenegaraan diharapkan senantiasa berorientasi pada
nilai-nilai etika dan moralitas yang sejalan dengan ajaran islam. Dalam islam
sendiri, pembentukan hukum harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yaitu
upaya mewujudkan kebaikan dan manfaat yang ditetapkan sesuai dengan
kehendak serta ketentuan Allah SWTY. Kehadiran islam bertujuan untuk
memberi kemaslahatan bagi umat manusia dan semua makluk yang ada
dipermukaaan bumi'®. Prinsip kemaslahatan ini tidak hanya mencakup
kemaslahatan yang secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi juga meliputi
kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung di dalamnya, yang dikenal
dengan istilah maslazah mursalah. Para ulama dan intelektual Muslim kemudian
mengembangkan maslakah mursalah sebagai salah satu metode penemuan

hukum Islam yang berorientasi pada kemanfaatan publik. Maka penelitian ini

16 «“Sepuluh Negara dengan Penduduk Muslim terbanyak di Dunia 2025, Indonesia nomor
17 https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-
indonesia-nomor-1-jLsPi, diakses 29 Oktober 2025.

17 An-Nisa (4): ayat 26

18 Irwansyah, “Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum Islam,” Jurnal Mimbar
Akademika 3, no. 2 (2018): him, 1.


https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi
https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi

akan menjadi lebih kompherensif apabila dikaji juga melalui perspektif hukum
islam, khusunya dengan menggunakan konsep maslakah mursalah, guna
menilai sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan
pemilu nasional dan daerah telah memenuhi prinsip kemaslahatan bagi
keberlangsungan demokrasi di Indonesia. terutama pemilu merupakan inti dari
negara demokrasi, maka desain pemilu haruslah mampu mendatangkan
kemaslahatan bagi pembangunan demokrasi Indonesia.

Bertolak dari kerangka pemikiran di atas, penelitian akan melakukan
analisis yuridis yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXI11/2024 mengenai isu pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional
dan daerah. Fokus utama Kkajian adalah elaborasi dan kritik terhadap
pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim konstitusi dalam
memutus perkara. Hal ini menjadi penting karena akan menguji kepatuhan
konstitusionalitas putusan, yakni dengan menilai keselarasan dasar normatif dan
interpretatifnya terhadap konstitusi, prinsip demokrasi, hak-hak konstitusional,
asas keadilan, asas persamaan, dan prinsip negara hukum (rechtsstaat). Dengan
mengetahui pertimbangan hukum hakim konstitusi juga menjadi penting untuk
mengidentifikasi keberadaan dan kecukupan pranata transisi agar perubahan
kebijakan yang diakibatkan tidak menimbulkan pelanggaran hak yang sudah ada
(vested rights) atau menimbulkan kekosongan hukum. Lebih lanjut, penelitian
ini juga mengintegrasikan perspektif hukum islam, dengan menjadikan konsep
maslakah mursalah sebagai kerangka teoretis guna menilai sejauh mana nilai-

nilai kemaslahatan tercermin dalam putusan dimaksud. Akhirnya, temuan dari



penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan konstruktif bagi
pembentuk dan pemangku kepentingan terkait, sehingga perancangan regulasi
kepemiluan dimasa mendatang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan
konstitusional dari temuan-temuan praktis yang muncul dari putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut.

Hipotesis penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa legal reasoning
hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 135/PUU-XXI1/2024
mengindikasikan responsivitas institusional terhadap kompleksitas manajerial
dan teknis penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Responsivitas ini
termanifestasi melalui interpretasi konstitusional yang menegaskan pemisahan
antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Sebuah langkah yang dipandang
sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi kompleksitas yang timbul dari
pelaksanaan pemilu serentak dengan model lima kotak. Pendekatan yang
diambil mahkamah ini, berorientasi pada penegakan kepastian hukum,
pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, serta upaya reformasi sistem kepemiluan
agar sejalan dengan ketentuan UUD NRI 1945. Intinya bahwa, mahkamah
menilai pelaksanaan pemilu serentak dengan lima kotak selama ini telah
menurunkun kualitas demokrasi dan evektifitas penyelenggaraan pemilu. Eviden
yang mendukung hipotesis ini adalah bahwa Mahkamah telah pernah
memberikan model-model keserntakan pemilu serentak yang konstitusional,
artinya pemilu serentak lima kotak bukanlah model satu-satunya. Namun karena,
absennya pembentuk Undang-Undang mengkaji dan merumuskan hal tersebut,

mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kepastian hukum dengan



mendefinisikan satu-satunya model keserentakan yang konstitusional adalah

model pemisahan antara pemilu nasional dan daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat dua
fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana interpretasi konstitusi yang digunakan hakim Mahkamah
Konstitusi dalam memutus putusan Nomor 135/PUU-XXI11/2024 tentang
pemisahan pemilu nasional dan daerah?

2. Bagaimana pemisahan pemilu nasonal dan daerah ditinjau dari maslakah
mursalah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
penelitian ini memiliki cakupan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi dan mengkaji pendekatan interpretasi konstitusi yang
digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan
putusan terkait Perkara Nomor 135/PUU-XXI1/2024 mengenai
pemisahan pemilu nasional dan daerah.

b. Menganalisis dan menjelaskan pemisahan pemilu nasional dan daerah
dalam perspektif maslakah mursalah, sehingga dapat diketahui sejauh
mana pemisahan pemilu tersebut membawa kemaslahatan bagi

kehidupan demokrasi di Indonesia.



2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya dalam ranah hukum tata negara, baik dari
perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hasil penelitian ini
juga diharapkan dapat memperluas diskursus akademik mengenai
legal reasoning hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan
konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para
pemangku kepentingan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik, serta masyarakat
secara umum, mengenai konsekuensi dari pemisahan pemilu
Nasional dan Pemilu Daerah. Selain itu, temuan penelitian ini juga
dapat dijadikan rujukan oleh Mahkamah Konstitusi, DPR, serta
lembaga terkait lainnya dalam melakukan evaluasi maupun
merumuskan kebijakan yang berorientasi pada desain pemilu yang
lebih demokratis dan konstitusional.

D. Telaah Pustaka
Kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi topik yang kaya

dan mendalam dalam diskursus akademik. Penelusuran literatur yang ekstensif
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menunjukakan bahwa penelitian-penelitian terdahulu mengadopsi berbagai
pendekatan, baik dari segi teoretis, metodologi, maupun sudut pandang analisis,
mencerminkan kebergaman dan kompleksitasnya. Mengingat kekayaan literatur
tersebut, penting bagi penelitian tesis ini untuk melakukan verifikasi mendalam
terhadap karya-karya yang relevan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk
menghindari duplikasi penelitian ilmiah, tetapi yang lebih penting, untuk secara
presisi menilai kebaruan (novelty) dan kontribusi unik yang ditawarkan oleh
studi ini. Dengan demikian, posisi penelitian ini dalam peta keilmuan dapat
diidentifikasi secara jelas, menegaskan signifikansi dan urgensinya dalam
memperkaya diskursus akademik yang ada.

Literatur yang relevan dapat ditemukan dalam artikel ilmiah yang ditulis

oleh Ofis Ricardo dkk®, Fajar Laksono dan Oly Viana Agustine?®, lwan

Satriawan dan Khairil Azmin Mokhtar?, Dian AgungWicaksono dan Faiz

Rahman??, Naili Aziziah dkk?, Galang Asmara®. Selain itu penelitian-

19 Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, and Fani Larasati, “Kewenangan Konstitusional
Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak,” Jurnal
Hukum Sasana 9, no. 1 (2023): him, 9-30.

20 Oly Viana Agustine Fajar Laksono, “Election Design Following Constitutional Court
Decision Number 14/Puu-Xi/2013,” Constitutional Review 2, no. 2 (2016): him, 216-133.

2L |wan Satriawan and Mokhtar Khairil Azmin, “The Constitutional Court’s Role in
Consolidating Democracy and Reforming Local Election,” Constitutional Review 1, no. 1 (2015):
him, 103-129.

22 Dian AgungWicaksono dan Faiz Rahman, “Influencing or Intervention? Impact of
Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia,” Constitutional Review 8, no. 2
(2022): him, 98-121.

23 Wafda Vivid lzziyana, Naili Azizah, Dian Rosita, Inesa Rahma Lestari, “Local
Democracy and Meaningful Participation in the Road To 2024 Simultaneous Regional Elections,”
Semarang Law Review (SLR) 5, no. 2 (2024): 183-189.

24 Galang Asmara, “Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan IImu Hukum Tata Negara
Indonesia,” Japhtn-Han 1, no. 1 (2022): him, 135-149.
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penelitian lainnya yang memiliki kerelevanan yang kuat dengan penelitian ini
akan dipaparkan sebagai berikut:

Pertama: Titon Slamet Kurnia, tulisannya yang dipublikasikan dalam
Jurnal konstitusi dengan judul “Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X1/2013 Pasca Pemilu
Serentak 2019” Penelitian ini menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-X1/2013 dan juga mengkaitkan terkait hasil Pemilu serentak tahun
2019. penulis mencoba melakukan penilaian terhadap maksud dan tujuan dari
putusan 14/PUU-X1/2013 dengan realita dari hasil Pemilu Serentak tahun 2019.
Hasil dari penelitian menyatakan bahwa, hasil dari pemilu serentak yang telah
diselenggarakan tahun 2019 sebagai implikasi dari putusan Mahakamah
Konstitusi, realitanya belum berhasil memperkuat sistem Presidensial seperti
yang diharapkan Mahkamah Konstitusi®.

Kedua: Mushaddig Amir, tulisannya yang dipublikasikan dalam Jurnal
Al-Islah dengan judul “Keserentakan Pemilu yang Paling Ideal berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Fokus kajian penelitian
ini adalah untuk menjelaskan desain keserentakan pemilu yang paling ideal.
Dengan acuan pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, dimana pada
pemilu serentak 2019 masih banyak kekurangan, seperti, korban jiwa. Sebagi

kesimpulam penelitian ini merujuk kepada model pemilu yang

2 Titon Slamet Kurnia, “Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI1/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019,” Jurnal Konstitusi 19,
no. 1 (2022): him, 97.
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direkomendasikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-
XVI1/2019%.

Ketiga: Elisabeth Felita Silalah tulisannya yang didublikasikan dalam
jurnal Res Publica yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 55/PUU-XV11/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis” penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif dan hukum deskriftif, dengan fokus
penelitian ini adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan mengenai
penafsiran hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor
55/PUU-XV11/2019, tak sampai disitu penelitian ini juga berupaya melakukan
analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memenuhi asas-asas
pemilihan umum yang demokratis. Dengan penggkajian yang mendalam
kemudian penelitian ini memberikan model konstruksi pemilu serentang yang
sesuai dengan asas-asas demokratis. Sebagai hasil, menunjukkan bahwa hakim
konstitusi dalam menafsirkan menggunkan metode interpretasi historis dan
fungsional, sebagai dasar dalam pengembangan makna pemilihan umum
menjadi empat model pemilu serentak. Peneliti berpendapat bahwa dalam

putusan tersebut masih belum semua memenuhi asas-asas pemilu demokrasi,

26 Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Al-Ishlah: Jurnal limiah Hukum 23, no. 2 (2020): him,
115-131.
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diantaranya adalah diperlukan rekontruksi model pemilihan umum serentak
nasional dan lokal®.

Keempat: Nuri Vina Mawaddah dkk, tulisannya yang didublikasikan
dalam jurnal of Science and Education (JSE) yang berjudul “The Model of
Simultaneous General Elections in Order To Realize Democratic Elections:
Analytical Study of The Decision of The Constitutional Court No.
55/PUUXVI1/2019” Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama, yakni:
(1) bagaimana model pemilu serentak sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVI11/2019 ditinjau dari prinsip-prinsip
dasar pemilu yang demokratis, dan (2) bagaimana model pemilu serentak yang
dianggap ideal pasca lahirnya putusan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan
tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif
(doktrinal) dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan historis, yang dianalisis secara
preskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVI11/2019, para hakim konstitusi
merumuskan enam varian model pemilu serentak. gagasan mengenai pemilu
dengan lima kotak suara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya alternatif.
Mahkamah secara eksplisit menawarkan enam model pemilu serentak yang
dinilai tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Di antara 6 (enam)

alternatif tersebut, model keempat dipandang sebagai yang paling ideal untuk

27 Elisabeth Felita Silalah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
XVI1/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Yang Demokratis,” Res Publica 5, no. 1 (2022): him, 81-111.
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diterapkan pada sistem pemilu serentak di masa mendatang, karena dinilai lebih
selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemilu yang demokratis®,

Kelima: Syaibani Ihza Ibrahim tulisannya yang didublikasikan dalam
jurnal As-Syar’i yang berjudul “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024” penelitian ini mengkaji
tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX11/2024 membahas
ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold),
dengan menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kasus,
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim
dalam putusan ini menggunakan beberapa metode penafsiran, termasuk metode
teleologis dan metode interpretasi lain yang relevan. Metode teleologis
menekankan pada tujuan dan fungsi norma hukum dalam mencapai kepentingan
konstitusional, sehingga setiap pertimbangan hakim tidak hanya bersifat
tekstual, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum, asas keadilan,
dan tujuan penyelenggaraan demokrasi?®.

Keenam: Salsah Dila dan Sofiaty Lubis tulisannya yang didublikasikan
dalan jurnal Educatio dengan judul “Legal reasoning hakim Mahkamah

Konstitusi dalam memutuskan syarat jeda mantan terpidana untuk ikut dalam

28 Dhia Al Uyun, Nuri Vina Mawaddah, & Tunggul Anshari S.N, “The Model of
Simultaneous General Elections in Order To Realize Democratic Elections : Analytical Study of The
Decision of The Constitutional Court No . 55/ PUU- XVII /2019,” JOURNAL OF SCIENCE AND
EDUCATION (JSE) 6, no. 1 (2025): 754—769.

29 Syaibani Thza Ibrahim, “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan
MK Nomor 62/PUU-XXI1/2024,” As-Syar’i 7, no. 5 (2025): him, 339-353.
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pilkada ditinjau dari siyasah dusturiyah” fokus penelitian ini untuk melihat
putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat jeda mantan narapidana yang
mencalonkan diri sebagai kepala daerah, penelitian ini juga melihat dari kaca
hukum islam, yaitu siyasah dusturiyyah, dengan jenis penelitian hukum
normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV11/2019,
mantan narapidana, termasuk mantan koruptor, dapat mencalonkan diri sebagai
kepala daerah setelah menjalani hukuman dan meminta maaf atas
pelanggarannya, sesuai prinsip figh siyasah. Putusan ini menegaskan bahwa
setelah menjalani hukumannya, mantan terpidana memiliki hak yang setara
dengan warga lainnya. Namun, putusan tersebut hanya menekankan hak dipilih
dan tidak mengatur hak masyarakat secara umum, sehingga implementasinya
belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi karena aspek hak memilih
tidak diatur secara khusus®.

Ketujuh Itsna Neyla dalam tesisnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga berjudul “Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang Syarat Calon Usia Capres-Cawapres atas
Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum ditinjau dari Perspektif Maslahah” menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini membahas penalaran

hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta

%0 Dila Salsah and Syofiaty Lubis, “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam
Memutuskan Syarat Jeda Mantan Terpidana Untuk Ikut Dalam Pilkada Ditinjau Dari Siyasah
Dusturiyah,” Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 2 (2023): him, 804.



16

menganalisisnya dari perspektif hukum Islam (maslahah). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XX1/2023 tidak sepenuhnya memenuhi standar legal reasoning yang
baik dan konstitusional, sebagian karena adanya intervensi faktor eksternal
yang menguntungkan pihak-pihak tertentu®!.

Kedelapan, Yuliani Fitriasih Widhi, dalam artikenya berjudul “Analisis
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022” yang
diterbitkan dalam jurnal Kewarganegaraan, menggunakan metode penelitian
pendekatan yuridis. Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 114/PUU-XX/2022 yang menolak perubahan sistem pemilu menjadi
proporsional tertutup dan menegaskan konsistensi penerapan sistem
proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan prinsip demokrasi
partisipatif karena memberikan akses langsung bagi pemilih untuk menentukan
calon legislatif yang mereka pilih. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan
bahwa keterlibatan pemilih dalam menentukan wakilnya di parlemen
merupakan bentuk penguatan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan
pandangan para ahli demokrasi yang menekankan pentingnya representasi

langsung dalam sistem politik modern. Selain itu, kajian ini juga menegaskan

%1 Itsna Neyla, “Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023
Tentang Syarat Calon Usia Capres-Cawapres Atas Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Maslahah” Tesis pada Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2025).



17

peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus
pengarah sistem politik nasional melalui putusan-putusan strategisnya®.
Kesembilan, Wahyu Nugroho, dalam artikelnya berjudul “Politik
hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan pemilu dan
pemilukada di Indonesia” yang diterbitkan dalam jurnal Konstitusi, penelitian
ini menyoroti dinamika politik hukum setelah perubahan UUD 1945, Kajian ini
berfokus pada perubahan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pilkada. Menurut penelitian ini, tujuan
dari politik hukum pemilu dan pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi
adalah melakukan penataan ulang sistem politik hukum dalam mosaik
ketatanegaraan Indonesia. Hal ini mencakup penguatan kedewasaan politik,
konsolidasi demokrasi lokal, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat
daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi penegakan hukum
merupakan faktor kunci, baik terkait perangkat hukum maupun kepatuhan
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya kepastian hukum dan
budaya hukum yang kuat, penyelenggaraan pemilu sulit mencapai tujuan
idealnya. Oleh karena itu, baik penyelenggara pemilu maupun peserta di tingkat
pusat dan daerah harus mematuhi seluruh perangkat peraturan, mulai dari
Peraturan KPU, Undang-Undang, hingga putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih

jauh, Nugroho menyimpulkan bahwa pembaharuan politik hukum pasca

32 Yuliani Fitriasih Widhi, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PPU-XX/2022,” Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024): him, 1356-1366.
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putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada perubahan sistem
dan mekanisme penyelenggaraan, tetapi juga memengaruhi pola interaksi antara
peserta pemilu dan masyarakat®,

Penelitian sebelumnya, umumnya menyoroti implikasi putusan
Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perumusan model pemilu
serentak yang ideal, presidensial threshold, proporsional terbuka, serta syarat
usia capres-cawapres. Sebaliknya penelitian ini berupaya memperkaya literatur
dengan menelaah isu pemisahan pemilu nasional dan daerah dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI1/2024. Dari segi objek kajian,
penelitian ini menggunakan putusan yang tidak dibahas dalam studi-studi
sebelumnya. secara teoritis, penelitian ini mengadopsi teori interpretasi
konstitusi sebagai kerangka analisis dan mengintegrasikannya dengan
perspektif hukum islam, khususnya konsep maslazah mursalah guna menilai
dimensi kemanfaatan dari putusan tersebut, pendekatan integratif semacam
teori ini belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya. temuan dari penelitian
ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam hal
ini DPR, pemerintah, serta penyelenggara pemilu dalam merumuskan Undang-

Undang pemilu yang sejalan dengan UUD NRI 1945.

33 Wahyu Nugroho, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan
Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 13, no. 3 (2016): him, 480.
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E. Kerangka Teoritis

1. Teori Interpretasi Konstitusi

Pada dasarnya, dalam menjalankan kewenangannya mengadili perkara
pengujian Undang-Undang, hakim yang diberikan kewenangannya, berperan
menentukan apakah suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang diuji
bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Untuk menjalankan kewenangan
tersebut, seorang hakim harus terlebih dahulu menggali makna serta menetapkan
pengertian dari norma yang terkandung dalam UUD. Proses inilah yang disebut
sebagai penafsiran konstitusi, karena UUD dijadikan batu uji dalam setiap
pengujian Undang-Undang.

Lebih jauh, praktik pengujian Undang-Undang terhadap UUD atau yang
dikenal sebagai judicial review pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari
kebutuhan interpretasi. Sebagaimana dikemukakan dalam adagium hukum,
every legal norm needs interpretation (setiap norma hukum senantiasa
membutuhkan penafsiran). Van Bemmelem dan van Hattum sebagaimana
dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej secara tegas
menyatakan bahwa setiap aturan perundang-undangan tertulis membutuhkan
interpretasi®*. Interpretasi  konstitusi atau constitutional interpretation

merupakan penafsiran terhadap ketentuan UUD.

34 Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, Dasar-Dasar IImu Hukum: Memehami Kaidah,
Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum (Jakarta: Perpustkaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT,
2021), him, 421.

% Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso Muchamad Ali Safaat, “Pola Penafsiran
Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional,” Jurnal Konstitusi
14, no. 2 (2017): him, 238.
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Konstitusi diposisikan sebagai sumber hukum tertinggi dalam suatu
negara (the supreme law of the land), atau yang sering disebut sebagai prinsip
supremasi konstitusi. Oleh karena itu, seluruh peraturan perundang-undangan di
bawahnya wajib selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi®.
Untuk menilai apakah suatu Undang-Undang bertentangan atau sejalan dengan
konstitusi, proses interpretasi menjadi sangat penting seperti halnya penafsiran
hukum pada umumnya. terlebih norma-norma yang termuat dalam UUD
umumnya disusun dalam rumusan yang singkat, padat, serta memiliki tingkat
abstraksi yang tinggi.

Dalam tradisi ilmu hukum, para ahli yuris memanfaatkan beragam
metodologi untuk menafsirkan norma hukum. Menurut Jimly Asshiddigie,
terdapat 9 (sembilan) metode penafsiran hukum yang dominan dan berkembang,
yaitu: penafsiran literlijk atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran historis,
penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis, penafsiran filosofis, penafsiran
teleologis, penafsiran holistik, dan penafsiran holistik tematis-sistematis®’.
Dalam konteks khusus interpretasi konstitusi, Jimly Asshiddigie mengemukakan
adanya dua klasifikasi utama yang mencerminkan perkembangan filosofi dan
aliran pemikiran dalam hukum tata negara. Secara teoretis, ia membagi
perkembangan interpretasi konstitusi ke dalam tiga kategori utama yang

menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang kaku menuju cara pandang yang

3% pPan Mohamad Faiz, Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan Dan
Kewenangan Konstitusional Di Asia., him, 1.

87 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara Jilid 1 (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI JI., 2006), him, 280-303.
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lebih fleksibel dan adaptif, yaitu teori formalisme atau Instrumentalisme, teori
realisme hukum, dan teori post-realis®. Sementara itu, berdasarkan aliran
pemikiran (school of thought) dalam praktik penafsiran konstitusi, Jimly
mengidentifikasi tiga aliran utama, yakni originalism, contextualism, dan
convergence®,

Terlepas dari berbagai pendekatan yang tersedia, pemilihan metode
interpretasi merupakan bagian dari kebebasan hakim dalam melakukan
penemuan hukum. Kebebasan hakim dalam menentukan metode penafsiran ini
dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim, termasuk
hakim konstitusi, memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1V/2006
ditegaskan bahwa kebebasan hakim juga dimaknai sebagai keleluasaan untuk
menjatuhkan putusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya melalui proses
penafsiran hukum.

Dengan demikian, teori interpretasi konstitusi menjadi penting dalam
menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi pada
Putusan Nomor 135/PUU-XXI1/2024 mengenai pengujian pasal 1 ayat (1), pasal
167 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan

% | Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah
Perubahan UUD 1945, edisi Revi. (Malang: Stara Press, 2010), him, 92-93.

%9 Ibid., him, 94-95.
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atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menajadi Undang-Undang. Melalui lensa teori
ini, dapat dipahami bahwa pemaknaan konstitusi tidak hanya terbatas pada
penafsiran tekstual, melainkan juga harus mempertimbangkan dinamika sosial
dan politik yang melingkupinya, sehingga penerapan konstitusi senantiasa
relevan dengan perkembangan masyarakat.
2. Teori Maslahah Mursalah

Maslakzah Mursalah merupakan salah satu metode istinbat hukum
(penggalian hukum) yang fundamental dalam tradisi yurisprudensi Islam,
khususnya dalam merespons permasalahan hukum kontemporer yang
ketentuannya tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber primer
seperti al-Qur’an, as-Sunnah, maupun ijma, dan Qiyas*. Secara istilah, imam
Malik menjelaskan maslakah mursalah sebagai kemaslahatan yang sejalan
dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara, serta berfungsi untuk
menghilangkan kesulitan hidup, baik yang bersifat mendasar (dariiriyyah)
maupun kebutuhan penunjang (kajiyyah)*. Sejalan dengan itu, Al-Ghazali
dalam Kkitabnya al-Mustashfa, sebagaimana dikutip oleh Achmad Lubabul
Chalid merumuskan maslakah mursalah sebagai segala sesuatu yang tidak

mendapatkan keterangan dari syariat berupa nash tertentu yang secara jelas

40 Fauziah Lubis Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, “Perdebatan Para Mujtahid Tentang
Teori Mashlahah Mursalah,” Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum 2, no. 2
(2024): him, 68.

41 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-I’tisam, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), him, 39.
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membatalkannya, dan pada saat yang sama tidak pula terdapat nash khusus yang
mengakuinya*?,

Pada prinsipnya konsep maslakah mursalah adalah penetapan hukum
berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang tidak memiliki ketentuan hukum
khusus dalam nash, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah®3. Meskipun prinsip
kemaslahatan diakui sebagai landasan istinbas hukum, implementasinya harus
dilakukan dengan kehati-hatian metodologis yang ketat. Penetapan hukum
melalui pendekatan ini tidak bersifat diskresioner, melainkan terikat pada
serangkaian persyaratan normatif dan substantif yang wajib dipenuhi untuk
memastikan validitasnya dan menghindari subjektivitas yang dapat mencederai
tujuan utama syariat**. Al -Ghazali, menjelaskan terdapat 4 (empat) syarat agar
maslahat dapat dijadikan hujjah hukum, yaitu kemaslahatan yang dimaksud
harus dalam kategori kebutuhan pokok (daririyyah), kemaslahatan tersebut
harus dapat diterima oleh akal sehat (ma’ gii/ah), kemaslahatan tersebut harus
berlaku secara umum (‘4mmah), dan kemaslahatan tersebut harus selaras dengan
tujuan utama syariat (magasid syar’ ah)*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024 mengenai

pemisahan pemilu nasional dan daerah menjadi objek penting untuk dikaji.

42 Achmad Lubabul Chadziq, “Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Maslahah Mursalah Al-
Ghazali,” Equality Journal of Gender Child and Humanity 2, no. 1 (2024): him, 28.

4 Abdul Ghofur Nur Asiyah, “Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik
Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer,” Al-Ahkam 27, no. 1 (2017):
him, 69.

4 Muhammad Huzaifi Muslim, “Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-
Ghazali,” Jurnal Al-Nadhair 2, no. 1 (2023): him, 40.

4 Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan
Pembaharuan Hukum Islam) (Banda Aceh: Turats, 2017), him, 148-149.
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Mengingat putusan ini akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan demokrasi
di Indonesia. teori Maslakah Mursalah digunakan sebagai kerangka analisis
normatif-filosofis. Pendekatan ini relevan untuk mengetahui sejauh mana
putusan tersebut tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah secara
substantif membawa kemanfaatan (maslakah) atau justru kemudaratan
(mafsadah) bagi keberlangsungan dan kualitas sistem demokrasi Indonesia,
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan umum yang telah
ditetapkan.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur
yang relevan. Sumber yang ditelaah meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen
kebijakan, dan bahan resmi lainnya. Kegiatan penelitian ini mencakup
pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah informasi
yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi
dan merumuskan teori yang akan menjadi dasar konseptual sekaligus kerangka
teoretis penelitian*®. Sementara yang menjadi objek kajian terhadap data yang
telah dikumpulkan dari pustaka tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XXI11/2024 tentang pengujian pasal 1 ayat (1), pasal 167 ayat

(3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal

46 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). him 47.
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3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas
Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota menajadi Undang-Undang.
2. Sifat penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif
digunakan untuk menggambarkan objek penelitian secara sistematis, akurat, dan
faktual, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024
mengenai pemisahan Pemilu nasional dan daerah. Selanjutnya, penelitian ini
akan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam
putusan tersebut, yang ditinjau dari perspektif maslazah mursalah.
3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau di kenal
juga sebagai pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan
ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan
sumber hukum tertulis sebagai dasar untuk menelaah masalah hukum yang
menjadi objek penelitian®’. Mengingat objek penelitian ini adalah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024 mengenai pemisahan
pemilu nasional dan daerah, yang dianalisis melalui perspektif teori interpretasi

konstitusi dan maslakah mursalah. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini

47 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010). him, 43.
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akan menghasilkan pemahaman hukum yang mendalam dan akurat dari sudut

pandang yuridis.

4. Data

Penelitian ini didasarkan pada studi literatur sebagai metode utama
pengumpulan data. Hal ini kerena, sebagian besar data yang digunakan
merupakan data sekunder, yang terdiri dari tiga kategori, yaitu: bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber hukum primer atau sumber utama yang bersifat mengikat dan
menjadi rujukan langsung penelitian ini adalah bahan hukum yang
mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXI11/2024 mengenai pemisahan Pemilu nasional dan daerah.

b. Sumber data sekunder yang akan memberikan penjelasan dan
interpretasi terhadap bahan hukum primer penelitian ini adalah Sumber
data yang meliputi buku-buku, artikel ilmiah, Pendapat para ahli, dan
literatur relevan lainnya.

c. Sumber data tersier sebagai penunjang dan memberikan petunjuk
tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder

penelitian ini meliputi kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
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5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka
(library research). Teknik ini mencakup penelusuran dan analisis mendalam
terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen hukum,
peraturan perundang-undangan, buku, kitab, artikel ilmiah, laporan penelitian,
serta sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun, prosesnya
adalah dengan membaca, menelaah, dan mencatat informasi yang dianggap
penting untuk dianalisis. Selain itu, Artificial Intelligence (Al) juga turut di
libatkan dalam proses penulisan tesis ini“.
6. Analisis data

Pada tahap analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis data
kualitatif. Meskipun tidak terdapat pedoman baku mengenai prosedur
deskriptif kualitatif secara sistematis, setiap masalah dalam penelitian ini harus
dijawab dengan data yang saling terkait. Prinsip utama dari analisis ini adalah
mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan sehingga menjadi
informasi yang sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna®®. Dengan
demikian, data yang diperoleh melalui metode deskriptif dianalisis dengan
pendekatan induktif, yakni memulai dari kaidah umum yang kemudian

diturunkan menjadi kaidah khusus sesuai dengan temuan penelitian.

48 penggunaan Al dalam penelitian ini dibatasi hanya sebagai alat bantu penelusuran
referensi yang selanjutnya dianalisis secara kritis melalui proses penelaahan, seleksi, dan
pengolahan untuk memastikan relevansinya dengan objek penelitian. Seluruh informasi yang
diperoleh tidak digunakan secara langsung, melainkan ditindaklanjuti melalui kajian akademik yang
mandiri. Etika penulisan karya ilmiah tetap dijunjung tinggi, khususnya dengan berpedoman pada
Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta.

49 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021), him, 122.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun
untuk memberikan gambaran penelitian secara terstruktur dan sistematis. Bab |
terdiri dari tujuh bagian, yaitu: (1) latar belakang masalah, yang menjelaskan
alasan pentingnya penelitian dilakukan; (2) rumusan masalah, yang merupakan
penegasan dari uraian latar belakang; (3) tujuan dan kegunaan penelitian; (4)
tinjauan pustaka, yang menguraikan literatur relevan yang berkaitan dengan
topik penelitian; (5) kerangka teori, yang menjadi landasan berpikir dalam
menjawab permasalahan penelitian; (6) metode penelitian, yang menjelaskan
langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian; dan (7)
sistematika penulisan, yang menguraikan susunan bab serta alur penelitian
secara keseluruhan.

Bab Il menguraikan landasan teori yang merupakan pengembangan
lebih mendalam dari kerangka teori yang digunakan, yaitu teori interpretasi
konstitusi dan maslakzah mursalah. Pembahasan dalam bab ini mencakup
pengertian, dasar hukum, metode, aliran-aliran, relevansi, serta aspek lain yang
berkaitan dengan kedua teori tersebut.

Bab Il menyajikan data penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XXI11/2024 mengenai pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu
daerah. Pembahasan dalam bab ini mencakup gambaran umum putusan,
substansi atau materi putusan, dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah

Konstitusi dalam putusan tersebut.
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Bab IV berisi analisis data yang disusun sebagai jawaban atas rumusan
masalah penelitian yang berupa interpretasi konstitusi yang digunakan hakim
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXI1/2024 dan
pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah ditinjau dari maslakzah mursalah.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan secara

keseluruhan dari hasil penelitian, serta dilengkapi dengan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024 merupakan
bentuk respons mahkamah terhadap problematika sistem pemilu serentak 5
(lima) kotak. Melalui putusan ini, mahkamah menegaskan perlunya
rekontruksi desain pemilu dengan memisahkannya kedua siklus, yakni
pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah. Dalam mencapai
kesimpulan tersebut. Mahkamah terlihat menerapkan pendekatan
interpretasi yang memadukan antara metode original intent, holistik,
teleologis dan kontekstual secara bersamaan. Perpaduan metode tersebut
tercermin ketika Mahkamah menggali pemaknaan pemilu berdasarkan niat
asli para perumus perubahan UUD 1945, serta menafsirkan norma yang
diujikan tidak secara terpisah, tetapi dengan mempertimbangkan
keterkaitannya dengan pasal-pasal lain dalam rangka mencapai desain
pemilu yang konstitusional dan ideal. Selain itu, Mahkamah juga
memperhatikan kondisi empirik penyelenggaraan pemilu sebagai bagian
dari pertimbangan kontekstual. Secara keseluruhan pendekatan interpretasi
yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo cenderung
kepada aliran interpretasi living originalism (perpaduan antara aliran
originalism dan non-originalsm).

Pemisahan pemilu nasional dan lokal sebagaimana ditetapkan dalam

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI1/2024, dipandang

151
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sejalan dengan prinsip maslakah mursalah, kebijakan ini dinilai mampu
mereduksi kompleksitas pemilu, sehingga secara efektif mencegah
terulangnya mafsadat berupa beban kerja ekstrem pada petugas
penyelenggara, beban kognitif bagi pemilih, serta menurunkan potensi
kerentanan teknis. Selain itu, pemisahan siklus pemilu juga berpotensi
mengoptimalkan kualitas kaderisasi dan rekrutmen di tingkat partai politik,
serta memberikan ruang yang lebih proporsional terhadap isu pembangunan
daerah. oleh karena itu, pemisahan pemilu dapat dipandang sebagai
kebijakan yang mewujudkan jalb al-masalih (menarik kemaslahatan

dominan) sekaligus dar’ al-mafasid (mencegah kerusakan).

B. Saran

1.

Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan pemerintah)
untuk melaksanakan putusan tersebut sebagai bagian integral dari upaya
penyempurnaan sistem pemilu di Indonesia. Pelaksanaan putusan ini
idealnya harus diikuti dengan revisi secara konfherensif terhadap Undang-
Undang kepemilun. Perlu disadari bahwa sekedar menganulir atau
menyesuaikan norma dalam putusan ini saja tidak akan memadai untuk
mencapai tujuan pemilu yang benar-benar demokratis di Indonesia. Oleh
karena itu, diperlukan kajian mendalam dan perumusan Undang-Undang
pemilu yang juga menyentuh faktor-faktor non-teknis.

Lazimnya suatu karya ilmiah yang tidak akan pernah mencapai titik

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada insan akademisi
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untuk mengembangkan kajian pada putusan ini dari sudut pandang yang

lain.
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